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(E) Isi Abstrak
Keputusan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan
Nasional mengakibatkan Implikasi Perubahan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional,
Keputusan tersebut menetapkan satu lembaga Badan Pertanahan Nasional sebagai
Lembaga Non Kementerian yang mengurus Pertanahan di Indonesia, pada dasarnya
memiliki tugas dan fungsi yang bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara operasional birokrasi yang terkesan
lamban dan rumit dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang menimbulkan keluhan di
masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan pendaftaran tanah dikenakan biaya yang cukup
memberatkan masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah tersebut. Hal ini
mengakibatkan masyarakat ekonomi lemah merasa enggan untuk melakukan pendaftaran
tanah. Dalam hal ini BPN diharapkan mengoptimalkan pengurusan pendaftaran tanah
sehingga tidak terjadi kesalahan, ataupun adanya sertipikat tumpang tindih, dengan
demikian masyarakat secepat mungkin mengurus sertipikat tanah yang berupa Sertipikat
Hak Milik (SHM), agar lebih kuat dan sah secara hukum. Tujuan penelitian ini untuk
dapat mengetahui sulitnya/rumitnya mengurus sertipikat hak milik (SHM) maupun hak
guna bangunan (HGB) yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah (calo) maupun
oknum pegawai BPN itu sendiri. Selanjutnya metode penelitian yaitu untuk keperluan
Akademis, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-
undang, dan wawancara penelitian yang dikaji penulis, dalam penelitian ini bersifat
kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini dengan adanya peraturan tersebut maka proses
pendaftaran tanah dapat dipermudah yaitu dengan dimungkinkannya pemohon untuk
datang langsung ke kantor pertanahan untuk mengurus permohonan hak atas tanahnya
atau bisa menggunakan aplikasi BPN Go Mobile dalam mendaftarkan tanahnya. Untuk
itu pengaturan dan pengelolaan pertanahan, sebaiknya dipraktekkan secara benar dan
nyata di dalam masyarakat sehingga fungsi Badan Pertanahan Nasional sungguh-sungguh
menjadi penolong bagi masyarakat. BPN sebagai lembaga di bidang pertanahan
seharusnya dapat menjadi mitra yang baik bagi masyarakat dalam kepengurusan surat
tanah.
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